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Abstract 
The emergence of digital assets such as cryptocurrencies, e-wallets, and non-fungible tokens (NFTs) has 
significantly impacted societal transactions and interactions. However, the inheritance of these digital assets 
poses challenges due to the lack of clear regulations in both positive and Islamic law. This study employs a 
normative juridical approach with a comparative law method to analyze the provisions of positive law in 
Indonesia and the principles of Islamic law related to the inheritance of digital assets. The study aims to identify 
gaps between the two legal systems and provide recommendations for regulatory harmonization. The findings 
reveal that positive law in Indonesia does not explicitly regulate digital assets in the context of inheritance, 
leading to uncertainty and potential disputes among heirs. Islamic law also lacks clear provisions regarding 
digital assets, making it difficult to apply inheritance principles based on sharia. The study highlights the urgent 
need to harmonize positive and Islamic law to accommodate the unique characteristics of digital assets and 
ensure fair and transparent distribution among heirs. Collaboration between policymakers, academics, and the 
public is essential to develop regulations that address the needs and characteristics of digital assets in the 
context of inheritance law. The study concludes by emphasizing the importance of understanding both legal 
systems to overcome challenges in digital asset inheritance and create a more just and effective legal 
framework for all parties involved. 
Keywords:  Digital assets, Legacy, Regulation, E-wallet, Non-Fungible Token (NFT) 
 
Abstrak 
Kemunculan aset digital seperti mata uang kripto, dompet elektronik, dan token yang tidak dapat 
dipertukarkan (NFT) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap transaksi dan interaksi 
masyarakat. Namun, pewarisan aset digital ini menimbulkan tantangan karena kurangnya peraturan yang 
jelas baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 
normatif dengan metode perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia 
dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pewarisan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut dan memberikan rekomendasi untuk 
harmonisasi peraturan. Temuan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit 
mengatur aset digital dalam konteks pewarisan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi 
perselisihan di antara para ahli waris. Hukum Islam juga tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai aset 
digital, sehingga menyulitkan penerapan prinsip-prinsip waris berdasarkan syariah. Studi ini menyoroti 
kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan hukum positif dan hukum Islam untuk mengakomodasi 
karakteristik unik aset digital dan memastikan distribusi yang adil dan transparan di antara para ahli waris. 
Kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan 
peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aset digital dalam konteks hukum waris. Studi ini 
diakhiri dengan menekankan pentingnya memahami kedua sistem hukum untuk mengatasi tantangan 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap cara 

masyarakat bertransaksi dan berinteraksi, terutama dengan kemunculan aset digital 

seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT (Non-Fungible Token). Dalam konteks ini, e-

wallet telah menjadi salah satu inovasi yang paling terlihat, menawarkan kemudahan 

dalam transaksi keuangan sehari-hari. E-wallet seperti DANA, GOPAY, OVO, dan 

ShopeePay memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli 

di berbagai platform online, yang sangat relevan di era digital saat ini (Setiawan, 2023; 

Nadhilah et al., 2021; Gunawan et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa, 

sebagai generasi milenial, cenderung lebih memilih menggunakan e-wallet karena mereka 

memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini (Nadhilah et al., 

2021; Rodiah & Melati, 2020; Desiyanti, 2023).  

Di sisi lain, cryptocurrency juga telah menjadi fenomena global yang menarik 

perhatian banyak pihak. Meskipun awalnya diperkenalkan sebagai alternatif mata uang 

digital, cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum kini telah diregulasi di banyak 

negara, termasuk Indonesia, sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan (Rohman, 

2021; Widiawira, 2023). Regulasi ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang 

muncul, termasuk keamanan dan legitimasi penggunaan cryptocurrency dalam transaksi 

(Rohman, 2021; Tan & Disemadi, 2021).  

Dengan kemajuan teknologi informasi, pola kehidupan ekonomi masyarakat juga 

mengalami perubahan, mendorong terciptanya budaya ekonomi baru yang lebih 

terintegrasi dengan teknologi (Rohman, 2021; Dewi, 2023). Sementara itu, NFT muncul 

sebagai bentuk baru dari aset digital yang memungkinkan kepemilikan barang digital yang 

unik. Namun, keberadaan NFT juga menimbulkan tantangan hukum, terutama terkait 

dalam pewarisan aset digital dan menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak 
yang terlibat. 
Kata kunci:  Aset digital, Warisan, Regulasi, E-wallet, Non-Fungible Token (NFT) 
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dengan hak kekayaan intelektual (Ivana & Nugroho, 2022). Dalam konteks ini, penting 

untuk memahami bagaimana regulasi dapat membantu melindungi pengguna dan 

memastikan bahwa inovasi teknologi dapat berkembang dengan aman dan bertanggung 

jawab (Ivana & Nugroho, 2022; Tan & Disemadi, 2021). Perkembangan teknologi digital 

dan kemunculan aset digital seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT menunjukkan 

transformasi yang signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. E-

wallet memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi, sementara 

cryptocurrency dan NFT menawarkan peluang baru dalam investasi dan kepemilikan 

digital. Namun, tantangan regulasi dan keamanan tetap menjadi perhatian utama yang 

perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekosistem digital 

ini (Rohman, 2021; Dewi, 2023; Tan & Disemadi, 2021). 

Pentingnya regulasi dalam pembagian waris aset digital dalam masyarakat modern 

semakin mendesak seiring dengan meningkatnya penggunaan aset digital, seperti 

cryptocurrency, e-wallet, dan NFT (Non-Fungible Token). Aset digital ini sering kali tidak 

diatur secara jelas dalam hukum waris yang ada, sehingga menimbulkan tantangan dalam 

proses pembagian warisan. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan komprehensif 

sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dilindungi dan proses 

pembagian dapat dilakukan secara adil dan transparan. Pertama, aset digital memiliki 

karakteristik unik yang membedakannya dari aset fisik tradisional. Misalnya, 

cryptocurrency dan NFT tidak memiliki bentuk fisik dan dapat dipindahkan secara instan 

melalui jaringan blockchain. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menentukan 

kepemilikan dan nilai aset tersebut dalam konteks warisan (Puspita, 2022; Sodikin, 2021).  

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang dapat 

mengakomodasi sifat khusus dari aset digital ini, termasuk cara penilaian dan transfer hak 

kepemilikan (Mukhsin, 2023). Kedua, banyak masyarakat yang belum memahami hukum 

waris yang berlaku, terutama dalam konteks aset digital. Penelitian menunjukkan bahwa 

pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, termasuk yang berkaitan dengan aset 

digital, masih rendah (Khaeri, 2022; Lestari et al., 2022). Ini berpotensi menyebabkan 

sengketa di antara ahli waris, terutama ketika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai 

pembagian aset digital. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan penyuluhan hukum yang 
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memadai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mencegah 

sengketa di kemudian hari (Amiati, 2023). Ketiga, regulasi juga diperlukan untuk 

melindungi hak-hak ahli waris yang mungkin terabaikan dalam sistem hukum yang ada.  

Dalam banyak kasus, aset digital tidak diakui sebagai bagian dari harta warisan, 

sehingga ahli waris mungkin kehilangan hak mereka atas aset tersebut (Moechtar et al., 

2020). Dengan adanya regulasi yang mengatur pembagian waris aset digital, hak-hak ahli 

waris dapat dilindungi secara hukum, dan proses pembagian dapat dilakukan dengan 

lebih adil dan transparan (Puspita, 2022; Sodikin, 2021; Permаdi, 2023). Secara 

keseluruhan, regulasi pembagian waris aset digital sangat penting dalam masyarakat 

modern untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi. 

Dengan adanya regulasi yang jelas, pemahaman masyarakat yang lebih baik, dan 

perlindungan hak-hak ahli waris, proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan lebih 

efektif dan adil, sehingga mengurangi potensi sengketa di antara ahli waris (Mukhsin, 

2023; Amiati, 2023; Lestari et al., 2022). 

Ketidaksesuaian atau kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam terkait 

aset digital merupakan isu yang semakin relevan di era digital saat ini. Aset digital, seperti 

cryptocurrency dan NFT, tidak diatur secara spesifik dalam hukum waris yang ada, baik 

dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini menciptakan tantangan dalam 

menentukan kepemilikan, transfer, dan pembagian aset digital setelah pewaris meninggal 

dunia. Pertama, hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang aset 

digital dalam konteks warisan. 

 Sebagian besar regulasi yang ada lebih berfokus pada aset fisik, sehingga ketika 

berhadapan dengan aset digital, terdapat kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan 

sengketa di antara ahli waris. Di sisi lain, hukum Islam juga tidak memiliki ketentuan yang 

jelas mengenai aset digital, yang membuatnya sulit untuk diterapkan dalam konteks 

warisan. Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip waris seperti pembagian harta berdasarkan 

ketentuan syariah tidak dapat dengan mudah diterapkan pada aset yang tidak memiliki 

bentuk fisik. Kedua, ketidaksesuaian ini juga menciptakan kebingungan di kalangan 

masyarakat mengenai bagaimana seharusnya aset digital diperlakukan dalam konteks 
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warisan. Banyak individu yang tidak memahami bagaimana hukum positif dan hukum 

Islam dapat berinteraksi dalam hal ini, yang berpotensi menyebabkan sengketa di antara 

ahli waris.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode 

perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia dan prinsip 

hukum Islam terkait pembagian waris aset digital. Data yang digunakan mencakup sumber 

primer, seperti dokumen perundang-undangan dan literatur fiqh, serta sumber sekunder 

dari penelitian terdahulu dan artikel terkait. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan pengaturan hukum positif dan pandangan hukum Islam terhadap aset 

digital, sementara analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan 

antara kedua sistem hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi untuk 

harmonisasi regulasi, dengan mempertimbangkan keberadaan aset digital seperti 

cryptocurrency dan NFT dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Hukum Positif Terkait Waris Aset Digital  

Pengakuan Hukum terhadap Aset Digital sebagai Bagian dari Harta Waris 

Pengakuan hukum terhadap aset digital sebagai bagian dari harta waris di Indonesia 

masih dalam tahap perkembangan. Meskipun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (BAPPEBTI) telah mengeluarkan regulasi yang mengakui cryptocurrency 

sebagai aset yang dapat diperdagangkan, belum ada ketentuan yang jelas mengenai 

status hukum aset digital dalam konteks warisan (Yuspin, 2023). Hal ini menyebabkan 

ketidakpastian mengenai bagaimana aset digital, seperti cryptocurrency dan NFT, dapat 

dibagikan di antara ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Dalam konteks hukum 

Islam, prinsip-prinsip waris yang ada tidak secara langsung mencakup aset digital, 
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sehingga diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi jenis aset baru ini (Apriliani et 

al., 2023).  

Peran Notaris, Lembaga Perbankan, dan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Aset Digital  

Pasca Kematian Notaris memiliki peran penting dalam pengelolaan aset digital 

pasca kematian. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun dokumen hukum yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa aset digital dapat dipindahkan kepada ahli waris 

sesuai dengan keinginan pewaris. Dalam hal ini, notaris perlu memiliki pemahaman yang 

baik tentang aset digital dan cara pengelolaannya (Gidete et al., 2022). Lembaga 

perbankan juga berperan dalam memberikan layanan yang memungkinkan ahli waris 

untuk mengakses dan mengelola aset digital yang dimiliki oleh pewaris. Misalnya, bank 

dapat menyediakan layanan penyimpanan aman untuk informasi akses ke akun digital dan 

aset kripto (Judijanto, 2024). Pihak ketiga, seperti platform pertukaran cryptocurrency 

dan penyedia layanan NFT, juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

proses transfer aset digital dilakukan dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. Mereka harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani permintaan 

transfer aset digital dari ahli waris, termasuk verifikasi identitas dan kepemilikan (Gidete 

et al., 2022). Dengan demikian, kolaborasi antara notaris, lembaga perbankan, dan pihak 

ketiga sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset digital yang efektif dan sesuai 

dengan hukum yang berlaku.  

Studi kasus mengenai pembagian waris aset digital di Indonesia masih terbatas, 

namun beberapa contoh telah muncul yang menunjukkan tantangan yang dihadapi. 

Misalnya, dalam kasus di mana seorang individu meninggal dengan sejumlah 

cryptocurrency yang tidak terdaftar dalam dokumen waris, ahli waris mungkin mengalami 

kesulitan dalam mengklaim aset tersebut (Yuspin, 2023). Selain itu, ada juga kasus di mana 

NFT yang dimiliki oleh pewaris menjadi sumber sengketa antara ahli waris karena 

kurangnya pemahaman tentang nilai dan kepemilikan aset digital tersebut (Yulia et al., 

2022). Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai 

bagaimana aset digital harus diperlakukan dalam hukum waris. Hal ini termasuk 

penetapan nilai aset digital, prosedur transfer, dan perlindungan hak-hak ahli waris. 
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Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi sengketa dan 

memastikan bahwa aset digital dapat dikelola dengan baik setelah kematian pemiliknya 

(Gidete et al., 2022). 

Pembagian Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam  

Prinsip Maqashid Syariah dalam Pembagian Waris Aset Digital Maqashid Syariah, 

yang berfokus pada tujuan dan manfaat hukum Islam, sangat relevan dalam konteks 

pembagian waris aset digital. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, 

dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Dalam hal pembagian waris aset 

digital, penerapan maqashid syariah dapat memastikan bahwa semua ahli waris 

mendapatkan hak mereka secara adil, tanpa ada yang dirugikan. Hal ini juga mencakup 

perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan ekonomi yang dapat timbul dari aset digital, 

serta memastikan bahwa pembagian tersebut tidak menimbulkan konflik di antara ahli 

waris Islam (2023)Achmadiansyah, 2022).  

Penafsiran Hukum Islam terhadap Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Aset Non-

Fisik Dalam hukum Islam, kepemilikan dan pewarisan aset non-fisik, termasuk aset digital, 

dapat dipahami melalui prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak milik. Aset digital, 

meskipun tidak memiliki bentuk fisik, tetap dapat dianggap sebagai harta yang memiliki 

nilai dan dapat diwariskan. Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa harta 

dalam Islam adalah amanah yang harus dikelola dan dibagikan dengan cara yang sesuai 

dengan syariah (Taqiyuddin, 2020). Oleh karena itu, aset digital harus diperlakukan sama 

dengan aset fisik dalam konteks warisan, dengan mempertimbangkan nilai dan 

kepemilikan yang sah.  

Pendapat Ulama Kontemporer tentang Aset Digital sebagai Harta Waris Ulama 

kontemporer memberikan pandangan yang beragam mengenai pengakuan aset digital 

sebagai harta waris. Beberapa ulama berpendapat bahwa aset digital, seperti 

cryptocurrency dan NFT, dapat diakui sebagai harta yang sah dan dapat diwariskan, 

asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum Islam (Amalia, 2024; Arrizal & 

Novianto, 2023). Mereka menekankan pentingnya kejelasan dalam kepemilikan dan nilai 

aset digital agar pembagian waris dapat dilakukan dengan adil dan transparan. Di sisi lain, 

ada juga ulama yang lebih skeptis, mengingat sifat volatilitas dan ketidakpastian yang 
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melekat pada aset digital, yang dapat menimbulkan risiko bagi ahli waris (Syaikhu, 2019). 

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai 

bagaimana aset digital dapat diakui dan dibagikan dalam hukum waris Islam. Hal ini 

termasuk penetapan nilai aset digital, prosedur transfer, dan perlindungan hak-hak ahli 

waris. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pemahaman yang baik dari masyarakat, 

diharapkan dapat mengurangi sengketa dan memastikan bahwa aset digital dapat 

dikelola dengan baik setelah kematian pemiliknya (Tarmizi, 2024). 

 

Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam  

Nilai-nilai Keadilan dan Perlindungan Hak Ahli Waris Baik hukum positif maupun 

hukum Islam memiliki kesamaan mendasar dalam menekankan nilai-nilai keadilan dan 

perlindungan hak ahli waris. Dalam konteks hukum waris, kedua sistem hukum ini 

berupaya untuk memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang adil dari harta 

peninggalan. Hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPer), mengatur pembagian warisan dengan prinsip keadilan yang mengacu 

pada ketentuan yang telah ditetapkan Bakri (2022). Sementara itu, hukum Islam juga 

menekankan keadilan dalam pembagian harta waris berdasarkan ketentuan syariah, yang 

mengatur hak dan kewajiban setiap ahli waris secara proporsional (Yudha, 2017). Kedua 

sistem hukum ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa tidak 

ada ahli waris yang dirugikan dalam proses pembagian. Dalam hukum Islam, prinsip 

maqashid syariah juga mendukung perlindungan hak-hak individu dan keadilan sosial, 

yang sejalan dengan tujuan hukum positif (Yulia, 2019). Dengan demikian, meskipun 

terdapat perbedaan dalam pendekatan dan substansi hukum, nilai-nilai keadilan dan 

perlindungan hak ahli waris tetap menjadi landasan yang sama dalam kedua sistem 

hukum ini.  

Pendekatan Teknis dan Substansi Hukum Meskipun terdapat kesamaan dalam nilai-

nilai keadilan, pendekatan teknis dan substansi hukum antara hukum positif dan hukum 

Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hukum positif cenderung lebih teknis dan 

formal, dengan prosedur yang jelas dan terstruktur dalam pengaturan pembagian waris. 

Proses ini melibatkan notaris dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan bahwa 

pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pobela et al., 2017). Dalam 
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hal ini, hukum positif mengandalkan dokumen resmi dan prosedur hukum yang ketat 

untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para ahli waris. Sebaliknya, 

hukum Islam lebih bersifat substansial dan berfokus pada prinsip-prinsip moral dan etika 

dalam pembagian waris. Hukum Islam memberikan ruang bagi musyawarah dan 

kesepakatan di antara ahli waris, yang memungkinkan mereka untuk mencapai 

kesepakatan yang adil tanpa harus terikat pada prosedur formal yang ketat (Yudha, 2017). 

Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi situasi 

dan kondisi yang berbeda, serta menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan 

dalam pembagian harta waris.  

Komparasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pembagian waris 

menunjukkan adanya kesamaan dalam nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris, 

namun juga terdapat perbedaan dalam pendekatan teknis dan substansi hukum. 

Pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem hukum ini sangat penting untuk 

mengatasi tantangan yang muncul dalam pembagian waris, terutama dalam konteks aset 

digital yang semakin berkembang. Dengan demikian, upaya untuk mengharmonisasikan 

kedua sistem hukum ini dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih adil 

dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.  

 

Kesimpulan 

Kemunculan aset digital seperti mata uang kripto, dompet elektronik, dan token 

yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) telah secara signifikan memengaruhi transaksi dan 

interaksi masyarakat. Namun, pewarisan aset-aset digital ini memiliki tantangan tersendiri 

karena kurangnya peraturan yang jelas baik dalam hukum positif maupun hukum Islam di 

Indonesia. Ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan hukum positif dan hukum 

Islam untuk mengakomodasi karakteristik unik aset digital dan memastikan distribusi 

yang adil dan transparan di antara para ahli waris. Hukum positif di Indonesia tidak secara 

eksplisit mengatur aset digital dalam konteks pewarisan, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian dan potensi sengketa. Hukum Islam juga tidak memiliki ketentuan yang 

jelas mengenai aset digital, sehingga menyulitkan penerapan prinsip-prinsip waris 

berdasarkan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 
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metode perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia 

dan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan pewarisan aset digital. Penelitian ini 

menyoroti pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat 

untuk mengembangkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aset 

digital dalam konteks hukum waris. Memahami kedua sistem hukum tersebut sangat 

penting untuk mengatasi tantangan dalam pewarisan aset digital dan menciptakan 

kerangka hukum yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat. 
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